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ABSTRAK
Penyusunan gugatan dalam perkara perdata memegang peranan
penting disamping proses pembuktian, mengingat apabila gugatan yang
disusun atau diajukan ke pengadilan tidak memenuhi syarat-syarat formil
sebuah gugatan, maka akibatnya sangat fatal yakni gugatan tersebut akan
dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk kepentingan pencari keadilan,
dalam Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg ditentukan bahwa Ketua Pengadilan
Negeri berwenang untuk memberi nasihat dan bantuan kepada pihak
penggugat atau kuasanya dalam membuat atau mengajukan gugatan.
Dengan demikian dapat dicegah pengajuan gugatan yang tidak sempurna,
yang akan dinyatakan tidak dapat diterima. Sekarang lembaga
kepenasihatan tampaknya sudah tidak efektif lagi, terutama di Pengadilan
Negeri di kota-kota besar. Satu dan lain hal karena banyaknya gugatan
yang diajukan ke Pengadilan Negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri
tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk membaca dan
mempelajari gugatan-gugatan itu, karenanya tidak mengetahui bagaimana
isi gugatan. Selain itu yang mengajukan gugatan ke pengadilan umumnya
sudah bukan lagi pihak-pihak yang berperkara, melainkan
advokat/pengacara yang sudah berpengalaman dan sudah mengetahui
seluk-beluk beracara di pengadilan, sehingga tidak perlu lagi diberi nasihat
atau petunjuk bagaimana menyusun surat gugatan tersebut.
Kata kunci: Gugatan, Putusan Pengadilan, Gugatan yang Tidak Dapat
Diterima
A. PENDAHULUAN
Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat
kepada tergugat melalui pengadilan.
Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima
oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana
salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan
telah merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh
penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat
tentang terjadinya peristiwa, maka gugatan dalam persidangan akan
berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa
perkaranya.
1. Formulasi dan Persyaratan Mengenai Unsur-Unsur Gugatan
Dalam HIR dan RBg tidak menetapkan syarat-syarat tentang isi
gugatan. Misalnya tidak diharuskan, seperi halnya dengan gugatan
(daagvarding) dalam ketentuan hukum acara perdata Eropa yang diatur
dalam Rv, bahwa gugatan harus memuat apa yang dituntut terhadap
tergugat, dasar-dasarnya penuntutan tersebut dan bahwa tuntutan itu harus
terang dan tertentu (Soepomo, 1985: 24).
Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR dan RBg tidak
menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi surat gugatan. Akan tetapi
Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberikan fatwa
bagaimana surat gugatan itu disusun:
Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup
memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar
tuntutan (MA tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
1. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tanggal 21-11-1970
Nomor 492 K/Sip/1970);
2. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA
tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975 dan lain-lain); dan
3. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak
tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (MA tanggal 9-7-1973 Nomor 81
K/Sip/1971).
Apabila kita perhatikan ketentuan tentang syarat-syarat suatu surat
gugatan dalam Rv yang dulu berlaku pada Raad van Justitie, pada Pasal 8
ayat (3) Hukum Acara Perdata itu disebutkan bahwa surat gugatan harus
memuat identitas para pihak, fundamentum petendi (posita), dan petitum.
Yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah keterangan
yang lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, tempat
tinggal, dan pekerjaan (eks Pasal 1367 BW). Kalau mungkin jika agama,
umur dan status (kawin atau belum kawin, janda atau duda) perlu
dicantumkan dalam gugatan. Sedangkan fundamentum petendie (posita)
adalah dasar dari gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum
antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat), yang terdiri
dari 2 (dua) bagian, yaitu: uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-
peristiwa (eitelijke groden) dan uraian tentang hukumnya (rechtsgronden).
Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan oleh
pegadilan. Jadi petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau
amar putusan pengadilan. Karena itu penggugat harus merumuskan
petitum tersebut dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau
tidak sempurna bisa berakibat dinyatakan tidak dapat diterima.
Meskipun HIR dan RBg tidak mengatur mengenai syarat-syarat
surat gugatan, dimana orang bebas menyusun dan merumuskan surat
gugatannya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil
yang menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktek dewasa ini
advokat/pengacara cenderung menuruti syarat-syarat yang ditentukan
Pasal 8 ayat (3) Rv dalam menyusun surat gugatannya. Dengan demikian,
surat gugatan yang diajukannya ke pengadilan telah disusun dan
dirumuskan sedemikian rupa secara sistematis memenuhi syarat-syarat
sebagaimana dikehendaki Pasal 8 6ayat (3) Rv itu.
2. Tugas dan Kewenangan Hakim dalam Persidangan
Menurut sistem HIR dan RBg hakim mempunyai peran aktif
memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim
berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan
gugatan ke pengadilan (Pasal 119 HIR,143 RBg) dengan maksud agar
perkara yang diajukan itu menjadi jelas duduk persoalannya dan
memudahkan hakim memeriksa perkara yang bersangkutan. Lebih dari itu,
hakim berwenang untuk mencatat segala apa yang dikemukakan oleh
pencari keadilan apabila yang bersangkutan itu tidak dapat menulis (Pasal
120 HIR, 144 RBg).
Namun, kewenangan hakim membantu pihak pencari keadilan
tidaklah berarti bahwa hakim itu memihak atau berat sebelah, melainkan
hakim hanya menunjukkan jalan yang patut ditempuh menurut undang-
undang, sehingga orang yang buta hukum dan tidak bisa menulis tidak
dirugikan atau tidak menjadi korban perkosaan hak oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab. Disamping itu, hakim tidak boleh mengabulkan lebih
dari tuntutan pihak-pihak. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa hakim
hanya terpaku pada apa yang dikemukakan oleh para pihak, melainkan
wajib menilai sampai dimana kebenaran yang dikemukakan oleh para
pihak tersebut, sehingga keadilan benar-benar dapat dicapai. Hal ini sesuai
dengan prinsip yang dianut dalam HIR dan RBg, dimana tugas hakim
adalah menemukan kebenaran yang sesungguhnya dalam perkara yang
ditanganinya (Abdulkadir Muhammad, 2000:19-20).
Dalam hukum acara perdata hakim tidak hanya terikat pada
kebenaran formal yang setengah-setangah atau kebenaran hasil
pemutarbalikan fakta dari salah satu pihak, melainkan kebenaran yang
dicapai oleh hakim adalah batas-batas yang ditentukan oleh para pihak
yang berperkara. Jadi, kebenaran yang diperoleh itu tidaklah berdasarkan
kualitas penyelidikan, melainkan luasnya penyelidikan. Luasnya
penyelidikan itu terbatas pada tuntutan yang telah dikemukakan oleh
pihak-pihak saja (Soepomo, 1963: 12).
3. Pemeriksaan Perkara Perdata di Muka Sidang  Pengadilan
Setelah penggugat memasukkan gugatannya ke pengadilan negeri
dan dicatat dalam daftar perkara perdata oleh panitera serta melunasi biaya
perkara, maka penggugat tinggal menunggu pemberitahuan hari, tanggal
dan jam persidangan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan
surat penetapan penunjukan kepada hakim  yang akan memeriksa perkara.
Setelah hakim menerima surat penetapan penunjukan, maka hakim yang
telah ditunjuk tersebut menentukan hari dan jam persidangan perkara yang
diajukan serta menyuruh memanggil kedua belah pihak agar menghadap di
pengadilan negeri pada hari dan jam persidangan yang telah ditetapkan
dengan membawa para saksi serta bukti-bukti yang diperlukan. Kemudian,
juru sita menyerahkan  surat panggilan beserta salinan surat gugatan
kepada tergugat dan penggugat di tempat tinggalnya. Setelah melakukan
pemanggilan juru sita harus menyerahkan risalah (relaas) panggilan
kepada hakim yang akan memeriksa persidangan tersebut, yang
merupakan bukti bahwa tergugat dan penggugat telah dipanggil. Hal ini
sangat penting bagi hakim karena apabila pihak-pihak telah dipanggil
secara patut dan kemudian tanpa alasan yang sah tidak hadir dalam
persidangan yang telah ditentukan, hakim dapat menjatuhkan putusan
(karena ketidakhadiran tergugat ataupun penggugat).
Pemeriksaan perkara dalam persidangan dilakukan oleh suatu tim
hakim yang berbentuk majelis. Sidang majelis hakim yang memeriksa
perkara itu dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan
melakukan pekerjaan panitera atau disebut panitera pengganti.
Walaupun telah ditentukan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan
oleh tim hakim yang berbentuk majelis, namun bagi perkara-perkara
perdata tertentu, atas izin dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
dapat menyimpang ketentuan itu, perkara mana yang dapat diperiksa oleh
hakim tunggal, Ketua Pengadilan Negeri yang akan menentukannya.
Tetapi harus diusahakan sedemikian rupa supaya pemeriksaan perkara
dilakukan oleh majelis hakim, karena bentuk majelis itu merupakan
perintah undang-undang yang tidak boleh disimpangi terus menerus.
Setelah ketua menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum,
maka majelis hakim segera memulai pemeriksaan terhadap pihak-pihak.
Terlebih dahulu ketua akan menanyakan identitas para pihak. Kemudian
menanyakan kepada tergugat apakah sudah mengerti mengapa sebabnya ia
dipanggil ke muka persidangan, apakah sudah menerima turunan surat
gugatan yang ditujukan kepadanya. Lalu hakim membacakan isi surat
gugatan penggugat terhadap tergugat dan seterusnya. Selanjutnya, ketua
menjelaskan kepada pihak-pihak tentang persoalan perkara mereka harus
terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.
Hakim memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak-
pihak untuk mengemukakan segala sesuatu yang dianggap perlu supaya
diketahui oleh hakim. Pihak-pihak memberikan keterangan kepada hakim,
mengajukan saksi-saksi, dan memberikan bukti-bukti lainnya guna
meyakinkan hakim.
Apabila pemeriksaan perkara belum dapat diselesaikan, hakim
menunda sidang, dan akan diteruskan dalam sidang berikutnya. Kepada
pihak-pihak diumumkan oleh ketua supaya hadir pada persidangan yang
ditentukan berikutnya itu, tanpa ada panggilan lagi, karena pemberitahuan
itu dianggap sebagai panggilan resmi.
Apabila dalam persidangan ternyata penggugat tidak hadir, maka
masih diberi kelonggaran atau kesempatan untuk dipanggil sekali lagi,
namun bilamana ternyata setelah panggilan kedua juga tidak hadir dalam
persidangan, sedangkan pihak tergugat selalu hadir, maka gugatan
penggugat akan dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya
perkara. Begitu juga bilamana dalam persidangan ternyata tergugat tidak
hadir dua kali berturut-turut setelah dipanggil dengan patut dan tidak
mewakilkan kepada kuasa hukumnya, maka hakim akan memberikan
putusan verstek (putusan diluar hadirnya tergugat), kecuali jika gugatan
yang diajukan oleh penggugat melawan hak atau tidak beralasan. Dalam
putusan verstek jika gugatan dikabulkan, maka putusannya diberitahukan
kepada tergugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan
perlawanan verzet tehadap putusan verstek kepada hakim yang memeriksa
perkara.
Dalam pemeriksaan perkara di muka sidang Pengadilan Negeri,
ketua majelis hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada
para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan
sepanjang pemeriksaan perkara sebelum majelis hakim menjatuhkan
putusan. Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata bahwa inisiatif
berperkara datang dari pihak-pihak, karenanya pihak-pihak juga dapat
mengakhirinya secara damai melalui peraturan majelis hakim di muka
sidang Pengadilan Negeri. Apabila mereka berhasil mengadakan
perdamaian, maka para pihak harus menuangkan hasil perdamaian tersebut
secara tertulis dalam bentuk perjanjian perdamaian dan hasil perdamaian
tersebut selanjutnya disampaikan kepada hakim pada acara persidangan
berikutnya. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu,
maka hakim tinggal menjatuhkan putusannya (acte van vergelijk), yang
isinya menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi perdamaian
yang telah dibuat diantara mereka (Sudikno Mertokusumo, 1988:82-83).
Dengan adanya perdamaian pihak-pihak yang berperkara tersebut
maka perkara perdata antara mereka selesai secara tuntas. Sebab putusan
perdamaian yang dibuat oleh hakim karena adanya perdamaian antara
pihak-pihak yang berperkara tersebut kekuatannya sama dengan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 130
ayat (2) HIR/Pasal 154 ayat (2) RBg/ Pasal 185a ayat (1) BW jo. MA
tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972).
Dalam hal upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka tahap
berikutnya adalah pengajuan jawaban dari pihak tergugat dan terhadap
jawaban tergugat tersebut selanjutnya hakim memberi kesempatan kepada
tergugat untuk mengajukan replik dan untuk menanggapi replik
penggugat, maka kepada tergugat harus diberikan pula kesempatan untuk
mengajukan tanggapan terhadap replik tersebut dalam bentuk duplik.
Setelah proses jawab menjawab selesai, maka tahap berikutnya
adalah pembuktian, dimana kedua belah pihak diberi kesempatan untuk
mengajukan bukti-buktinya adalah pihak penggugat dan setelah itu
kesempatan berikutnya diberikan kepada tergugat.
Dengan selesainya proses pembuktian, maka seluruh rangkaian
pemeriksaan perkara perdata dianggap selesai dan sebagai tahap terkhir
adalah hakim akan menyusun putusannya dan untuk itu persidangan
ditunda untuk pembacaan putusan tersebut.
4. Pengertian Putusan
Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim,
sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di
persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu
perkara atau sengketa antara para pihak (Bambang Sugeng , 2009: 83).
Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar
menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai
aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar
mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang
mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis
dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis
dalam hukum adat. Karenanya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan:
“bahwa hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28
ayat (1)).”
Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang
harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota
yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera
pengganti yang ikut bersidang (Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2004). Apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus
benar-benar sama dengan apa yang tertulis dan apa yang tertulis harus
benar-benar sama dengan yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Untuk
mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan dalam
sidang pengadilan. Untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi
putusan yang diucapkan dipersidangan dan yang tertulis, Mahkamah
Agung dengan surat edaran Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959
dan Nomor 1 Tahun 1962  tanggal 7 Maret 1962 telah menginstruksikan
kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut
diucapkan konsepnya harus sudah disiapkan.
5. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata
Pasal 185 ayat (1) HIR/196 ayat (1) RBg membedakan putusan
pengadilan atas dua macam, yaitu putusan sela (tussenvonnis) dan putusan
akhir (eind vonnis) (Riduan Syahrani, 1988: 87).
Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan
akhir. Jenis-jenis putusan sela yang diatur dalam Pasal 48 Rv, yaitu
putusan preparatoir, putusan interlocutoir, putusan insidentil, dan putusan
provisionil.
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa
atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Pada pokoknya
putusan akhir berupa, yaitu putusan condemnatoir, putusan constitutif,
putusan declaratoir, putusan contradictoir, dan putusan verstek.
Putusan yang memerlukan pelaksanaan atau eksekusi hanyalah
yang bersifat condemnatoir. Sedangkan putusan yang bersifat constitutief
dan declaratoir tidak memerlukan pelaksanaan atau eksekusi karena sudah
mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk
melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat
(Riduan Syahrani, 1988:88).
Dalam hukum acara perdata, putusan akhir dalam suatu perkara
dan atau sengketa umumnya dapat berupa:
1. Gugatan Dikabulkan
Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang
diajukan oleh penggugat terbukti kebenarannya (autentik) dan tidak
disangkal oleh pihak tergugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya
akan dikabulkan seluruhnya. Namun bila gugatan hanya terbukti
sebagian, maka gugatan yang dikabulkan oleh hakim juga hanya
sebagian. Jadi dalam surat permohonan gugatan dalam praktiknya
hakim dalam mengambil keputusan pada asasnya tetap
mempertimbangkan kebenaran dari bukti-bukti yang telah diajukan
oleh para pihak yang sedang bersengketa.
2. Gugatan Ditolak
Gugatan ditolak disebabkan karena bukti-bukti yang diajukan ke
pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya
(keautentikannya) di dalam persidangan dan gugatan melawan hak
atau tidak beralasan, maka gugatan akan ditolak dan atau akan
dinyatakan tidak dikabulkan.
3. Gugatan Tidak Dapat Diterima
Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dapat
dinyatakan “tidak dapat diterima” (niet onvan kelijk verklaart) oleh
pengadilan dengan alasan, bahwa:
a. Gugatan tidak beralasan;
b. Gugatan mengandung cacat error in persona;
c. Gugatannya melawan hak,
d. Gugatan diajukan kepada pengadilan diluar yuriksdiksi absolut
maupun relatif;
e. Gugatan obscuur libet;
f. Gugatan masih prematur;
g. Gugatan telah daluwarsa.
4. Tidak Berwenang mengadili
Maksud dari pada tidak berwenang mengadili adalah bahwa dalam
suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat, pengadilan tidak
berwenang mengadili suatu perkara baik berdasarkan kompetensi
relatif maupun kompetensi absolut.
6. Kekuatan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata
Menurut AbdulKadir Muhammad, (2000:158-159) bahwa putusan
hakim dalam perkara perdata dibedakan menjadi dua jenis putusan, yaitu
putusan yang belum menjadi tetap dan putusan yang sudah menjadi tetap.
Putusan yang belum menjadi tetap adalah putusan yang menurut
ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan
upaya hukum melawan putusan tersebut, misalnya perlawanan, banding,
kasasi. Sedangkan putusan yang sudah menjadi tetap adalah putusan yang
menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk
menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Jadi putusan itu
tidak dapat lagi diganggu gugat. Dalam putusan yang sudah menjadi tetap
terdapat tiga jenis kekuatan, yaitu :
1. Kekuatan mengikat
Putusan yang sudah menjadi tetap tidak dapat diganggu gugat
(kracht van gewijsde, irrefutable), artinya sudah tertutup kesempatan
menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu karena
tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sudah lampau. Putusan
yang sudah menjadi tetap mempunyai kekuatan yang pasti yang bersifat
mengikat .
Sifat mengikat putusan itu bertujuan untuk menetapkan suatu hak
atau suatu hubungan hukum  antara pihak-pihak yang berperkara, atau
menetapkan suatu keadaan hukum tertentu atau untuk melenyapkan
keadaan hukum tertentu .Oleh karena itu, kekuatan pasti putusan yang
sudah menjadi tetap hanya meliputi bagian pernyataan saja (declarative)
sebab dalam bagian pernyataan itulah ditetapkan suatu hak atau hubungan
hukum , atau suatu keadaan hukum tertentu atau lenyapnya suatu keadaan
hukum tertentu. Sedangkan bagian lainnya (dispositive) hanyalah sebagai
pelaksanaan saja dari pernyataan hukum tersebut. Oleh karena itu,
dispositive dapat berubah menurut keadaan tiap perkara. Dengan kata lain,
tidak mempunyai kekuatan yang pasti.
Akibat dari kekuatan mengikat suatu putusan adalah apa yang pada
suatu waktu telah diselesaikan dan diputus oleh hakim tidak boleh
diajukan lagi kepada hakim (litis finiri oportet). Kepastian putusan hakim
adalah prinsip umum yang diakui dalam dunia peradilan. Apabila suatu
perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim dan telah
memperoleh kekuatan pasti yang bersifat mengikat, perkara yang
demikian itu tidak perlu diulang lagi karena tidak akan memperoleh akibat
hukum.
2. Kekuatan bukti
Putusan yang sudah menjadi tetap dapat digunakan sebagai alat
bukti (bewijs, evidence) oleh pihak yang berperkara sepanjang mengenai
peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan. Karena putusan hakim
adalah pembentukan hukum in concreto, maka peristiwa yang telah
ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh kekuatan bukti
sempurna. Kekuatan bukti sempurna berlaku antara para pihak yang
berperkara dan juga terhadap pihak ketiga. Terhadap peristiwa lain hanya
mempunyai kekuatan bukti bebas atau sebagai persangkaan saja
(vermoeden, presumption).
3. Kekuatan untuk dilaksanakan
Putusan hakim yang sudah menjadi tetap memperoleh kekuatan
pasti. Dengan demikian, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Bagi
pihak yang telah dinyatakan kalah dalam perkara, wajib melaksanakan
putusan dengan kemauannya sendiri. Tetapi jika dia tidak mau
melaksanakan putusan dengan sukarela, putusan dapat dilaksanakan
dengan paksaan, bila perlu dengan bantuan alat negara.
Hanya putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir saja yang
memerlukan pelaksanaan, sedangkan putusan pengadilan yang bersifat
constitutief dan declaratoir tidak memerlukan pelaksanaan karena sudah
mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan untuk
melaksanakannya.
7. Upaya Hukum Terhadap Putusan
Menurut Sarwono, (2011:350) mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-
undang kepada semua pihak yang sedang berperkara dipengadilan untuk
mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Setiap orang yang
sedang berperkara dipengadilan baik itu penggugat maupun tergugat
diberikan hak untuk megajukan perlawanan kepada putusan hakim yang
telah memeriksanya. Jika salah satu satu pihak merasa bahwa keputusan
pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan
dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan
pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak dikeluarkannya
putusan. Pemberian hak kepada setiap orang yang sedang berperkara untuk
mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang diberikan oleh
undang-undang dimaksudkan untuk mencegah adanya keputusan hakim
yang salah.
Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda tergantung apakah
merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Upaya
hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang
waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Wewenang
untuk meggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum
biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya
hukum biasa meliputi perlawanan terhadap verstek, banding, dan kasasi.
Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan
tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti
apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya
hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini hanyalah dibolehkan
dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja. Yang
termasuk upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali (dahulu
disebut request civil) dan derden verzet (perlawanan dari pihak ketiga)
(Bambang Sugeng. 2011:90).
B. PENUTUP
Ketua Pengadilan Negeri Makassar sudah tidak menerapkan secara
maksimal Pasal 119 HIR/ 143 RBg. Karena banyaknya gugatan yang
diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar, sehingga Ketua Pengadilan
Negeri tidak mempunyai waktu dan kesempatan yang cukup untuk
membaca dan mempelajari gugatan-gugatan yang masuk. Gugatan yang
masuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar dilimpahkan ke hakim,
kemudian hakim memeriksa perkara tersebut. Apabila ditemukan
kekeliruan, hakim memanggil advokat yang menangani perkara tersebut
untuk melengkapi kekurangan yang ada pada gugatan. Yang menjadi
penilaian dan pertimbangan hakim yang menyebabkan gugatan yang
diajukan oleh penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adalah gugatan
Penggugat tergolong gugatan prematur dimana dalam gugatannya,
Penggugat menyatakan jual beli atas tanah berikut bangunan yang terdapat
diatasnya adalah sah dan mengikat, kemudian menyatakan bahwa sudah
ada calon pembeli dan sudah ada kesepakatan mengenai harga dari objek
sengketa tersebut. Namun setelah dilakukannya pemeriksaan, tidak
ditemukan fakta jual beli sudah terjadi dan tidak ada bukti-bukti surat yang
menunjukkan kalau jual beli tersebut sudah dilaksanakan.
Saran
Dalam rangka meminimalisir banyaknya putusan hakim yang
menyatakan gugatan tidak dapat diterima akibat kesalahan dari segi
formalitas gugatan, maka hendaknya ketentuan pasal 119 HIR/143 RBg
senantiasa diterapkan secara efektif baik oleh Ketua Pengadilan Negeri,
maupun hakim sehingga apabila sejak awal sudah dapat diketahui adanya
kekeliruan gugatan Penggugat, maka pihak Penggugat dapat melakukan
perbaikan atau perubahan gugatan pada tahap-tahap awal pemeriksaan
perkara tersebut di depan pengadilan sehingga kelak dapat terhindar dari
putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
Sebelum mempertimbangkan, hakim hendaknya memberikan
petunjuk kepada pihak penggugat tentang bagaimana sebaiknya pihak
penggugat menyusun surat gugatannya dengan sempurna agar terhindar
dari adanya cacat formal. Dan bagi pihak penggugat maupun kuasanya
hendaknya menyatakan fakta yang sebenarnya terjadi sehingga terhindar
dari gugatan prematur yang menyebabkan jatuhnya putusan yang
menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
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